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Total potensi zakat profesi mencapai Rp. 139,07 triliun atau 59,5 

persen dari total potensi zakat nasional sebesar Rp. 233,8 triliun. 

Sedangkan realisasinya baru mencapai Rp. 3,9 triliun atau 2,8%. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis zakat profesi dari 

dimensi syariah dan regulasi. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan studi pustaka. Bahan 

kajian diperoleh dengan cara mengumpulkan dan menelaah hasil 

penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema ini. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa zakat profesi dari dimensi syariah 

wajib mengikuti teks Alquran dan fatwa ulama dengan persyaratan 

memenuhi batas nisab. Sedangkan zakat profesi dari dimensi 

regulasi, bersifat komprehensif. Ini ditunjukkan dengan adanya 

regulasi pada level makro, meso, dan mikro. Oleh karena itu, zakat 

profesi memiliki legitimasi yang kuat dan dapat mendorong 

optimalisasi pencapaian pengumpulam dan pendistribusian zakat.  
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The total potential for zakat profession is IDR. 139.07 trillion, or 

59.5 percent of Rp's total national zakat potential. 233.8 trillion. 

Meanwhile, the realization only reached IDR. 3.9 trillion or 2.8%. 

This study aims to analyze the zakat profession from the sharia and 

regulatory dimensions. This study uses a qualitative method with a 

descriptive approach and literature study. The research data was 

obtained by collecting and reviewing previous research results that 

were relevant to the theme. The results showed that zakat profession 

from the sharia dimension is obliged to follow the text of the Alquran 

and the fatwas of the ulama to meet the ‘nisab’ limit. Meanwhile, on 

the regulatory side, professional zakat is comprehensive. It is 

indicated by the presence of regulations at the macro, meso, and 

micro levels. Thus, professional zakat has strong legitimacy and can 

encourage optimizing the collection and distribution of zakat. 

 

Pendahuluan 

Jumlah potensi zakat profesi mencapai Rp139.07 triliun atau 59.5 persen dari total 

potensi zakat nasional sebesar Rp233.8 triliun (Puskas, 2019). Penghitungan potensi 

zakat menggunakan pendekatan indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ). Keunggulan 

dari model pengukuran IPPZ adalah dapat menghitung potensi zakat pada suatu wilayah 

yang menjadi potensi obyek zakat. Penghitungan potensi obyek zakat model IPPZ 

terdiri dari lima elemen, yaitu: zakat pertanian, zakat peternakan, zakat uang, zakat 

Volume 31, Nomor 2 
Desember 2020 
P-ISSN: 1412-0348 
E-ISSN: 2654-3877 
 

Jurnal Dakwah 

RISALAH 
 

http://u.lipi.go.id/1180429674
http://u.lipi.go.id/1537779030


 
Efri Syamsul Bahri, dkk 
Analisis Legitimasi Zakat Profesi… 

Jurnal Dakwah Risalah 
Vol. 31 No. 2. Desember 2020: Hal 220-236 

  

221 
 

penghasilan dan zakat perusahaan. Model IPPZ ini berbeda dengan model penghitungan 

sebelumnya. Firdaus et al. menghitung potensi zakat berdasarkan zakat pendapatan yang 

berasal dari rumah tangga, industri menengah dan besar, serta simpanan masyarakat 

dalam bentuk tabungan (Firdaus et al., 2012).  

Pengukuran potensi zakat model IPPZ dapat dimanfaatkan oleh entitas pengelola 

zakat untuk mengidentifikasi karakteristik potensi dan strategi pengumpulan zakat. 

Hasil kajian IPPZ ini menjadi rujukan secara nasional untuk kemajuan pengelolaan 

zakat di Indonesia. Oleh karena itu, menjadi penting untuk dilakukan sosialisasi dan 

edukasi model pengukuran IPPZ ini kepada entitas pengelola zakat di Indonesia. 

Menurut model IPPZ, salah satu potensi zakat yang dihitung adalah potensi zakat 

profesi. Hasil penghitungan zakat profesi dengan model IPPZ menunjukkan potensi 

zakat profesi mencapai Rp139.07 triliun. Ini menggambarkan porsi zakat profesi secara 

nasional mencapai 59.5%. Dengan demikian, potensi zakat profesi menjadi yang 

terbesar. Hasil penghitungan zakat profesi ini selaras dengan jumlah Aparatur Sipil 

Negara (ASN) yang berjumlah 4,475 juta orang (Tan et al., 2010). Sedangkan, realisasi 

pengumpulan zakat profesi baru mencapai 2,8% atau Rp3,95 triliun dari potensinya. 

Dengan gap realisasi zakat profesi yang begitu besar, maka menjadi penting untuk 

menganalisis lebih lanjut tentang legitimasi zakat profesi di Indonesia. 

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Riyadi (2015), terdapat 

perbedaaan pendapat tentang zakat profesi. Pendapat pertama membolehkan zakat 

profesi. Ini didukung dengan tiga alasan yaitu: adanya perluasan makna lafaz, qiyas dan 

mengacu pada tujuan disyariatkannya zakat. Sedangkan pendapat kedua tidak 

membolehkan. Pendapat yang tidak membolehkan karena tidak pernah dicontohkan 

oleh Nabi Muhammad SAW. Namun, terlepas dari adanya perbedaan pandangan 

tersebut, semangat masyarakat muslim untuk menunaikan zakat profesi cukup tinggi 

(Riyadi, 2015). Namun, hasil penelitian Islamiah & Romli menunjukkan hal yang 

berbeda. Menurut Islamiah & Romli (2019), ASN mempunyai perhatian dan 

pemahaman tentang zakat profesi. Namun, dalam implementasinya hanya sebagian guru 

yang secara rutin mengeluarkan zakat profesi (Islamiah & Romli, 2019). Ini selaras 

dengan realisasi pengumpulan zakat profesi secara nasional dengan pencapaian baru 

mencapai 2,8%. 

Selanjutnya, berdasarkan data terbaru pemerintah, pengumpulan zakat profesi 

secara nasional berada pada kategori yang paling besar (Baznas, 2019). Pada tahun 

2019, pengumpulan zakat profesi mencapai Rp3,95 triliun atau 38.6% dari total 

pengumpulan zakat, infak/ sedekah ditambah dana sosial keagamaan lainnya (ZIS dan 

DSKL). Pengumpulan ZIS dan DSKL mencapai Rp10,2 triliun. Pengumpulan ini 

berasal dari semua entitas pengelola zakat yang terdiri dari Baznas, Baznas Provinsi, 

Baznas Kabupaten/ Kota dan LAZ.  

Jenis dana dan porsi pengumpulan zakat, infak/ sedekah dan dana sosial 

keagamaan lainnya pada Tahun 2019 terdiri dari zakat mal-penghasilan, zakat mal-

badan, zakat fitrah, infak/ sedekah, CSR dan dana sosial keagamaan lainnya. Secara 

rinci, jumlah pengumpulan ZIS dan DSKL tahun 2019 disajikan pada Gambar 1 di 

bawah ini.  
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Sumber: (Baznas, 2019) 

 

Gambar 1. Jenis Dana dan Porsi Pengumpulan Zakat, Infak/ Sedekah dan Dana Sosial 

Keagamaan Lainnya pada Tahun 2019 

 

Belum optimalnya pencapaian realisasi zakat secara nasional disebabkan banyak 

faktor. Pertama, belum maksimalnya pengumpulan yang dilakukan lembaga zakat 

(Aibak, 2015). Kedua, peran entitas pengelola zakat yang belum efektif dan efisien 

(Amalia & Mahalli, 2012). Ketiga, faktor penyebab lainnya adalah peraturan zakat 

belum terlaksana secara efektif, pemerintah kurang memberi perhatian terhadap 

pengelolaan zakat (Kasim, 2014). Keempat, profesionalitas sumber daya manusia 

(Siregar, 2016). Kelima, problem pengumpulan juga pada aspek kebijakan 

penghimpunan zakat yang bersifat sukarela dan kurangnya insentif pajak bagi Muzaki 

(Bahri & Arif, 2020). Ini selaras dengan hasil penelitian sebelumnya, bahwa zakat harus 

menjadi sistem wajib bukan sistem sukarela (Alfaizin et al., 2018).  

Implikasinya, gap antara realisasi dan potensi pengumpulan zakat profesi terlihat 

masih tinggi. Masih rendahnya pengumpulan zakat, tentu bertolak belakang dengan 

kondisi Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Padahal, 

Zakat menjadi gambaran dan indikator kualitas keislaman yang diwujudkan dalam 

bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim yang lain. Sebagai 

gambaran, jumlah muslim mencapai 87,5% (Canggih et al., 2017; Lutfi, 2020). Apalagi 

posisi zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam (Bin-Nashwan et al., 2020; 

Bouanani & Belhadj, 2019) 

Untuk itu, diperlukan adanya identifikasi terhadap faktor-faktor yang mendorong 

peningkatan pencapaian pengumpulan zakat profesi. Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Fitrianingtyas & Nasution (2019) di Kota Surabaya menyimpulkan tiga faktor yang 

berpengaruh positif terhadap muzaki, yaitu: pendapatan, kepercayaan dan religiositas. 

Hasil penelitian selaras dengan yang dilakukan oleh Abu Bakar & Rahis di Malaysia 

yang mendapati tiga faktor yang menjadi motivasi muzaki dalam pembayar zakat 

profesi, yaitu: faktor sosial, agama dan ekonomi (Abu Bakar & Rashid, 2010).  

Dengan demikian, menjadi penting bagi entitas pengelola zakat untuk mengenali 

faktor-faktor pendukung dan penghambat kesuksesan pengumpulan zakat profesi. 

Sebagai pelajaran, praktik keberhasilan dalam pengelolaan zakat terjadi pada masa 

khalifah Umar bin Abdul Azis. Salah satu faktor keberhasilan Umar bin Abdul Azis 
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adalah adanya kebijakan pengelolaan keuangan publik. Model kebijakannya adalah 

adanya optimalisasi terhadap penerimaan negara pada berbagai sumber. Posisi zakat, 

menjadi sumber utama penerimaan negara. Jenis pendapatan lainnya adalah dalam 

bentuk jizyah, kharaj dan ‘usyur. Selain itu, juga terdapat sumebr pendapatan dari 

ghanimah/ fai dan pajak (dharibah) (Harahap, 2016). 

Secara etimologi, zakat artinya berkah, bersih, berkembang dan baik (Chaniago, 

2015). Makna zakat ini, sesuai dengan yang perintahkan Alah SWT di dalam Alquran 

surat At-Taubah pada ayat 103 yang menjadi dasar diwajibkannya menunaikan zakat 

dengan tujuan untuk membersihkan dan menyucikan harta. Selanjutnya, berdasarkan 

pendapat Qardhawi, dalam istilah fikih, zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu 

yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya 

(Bahri & Khumaini, 2020; Lubis, Deni; Hakim, Dedi Budiman; Putri, 2018). Zakat juga 

termasuk dalam rukun Islam ketiga dan menjadi ibadah yang berkaitan dengan aspek 

sosial ekonomi (Ismail et al., 2018; Rais, 2009). 

Perintah wajibnya zakat langsung dari Allah SWT. Oleh karena itu, 

kedudukannya begitu kuat (Bahri & Khumaini, 2020; Bahri & Oktaviani, 2019). Ini 

dijelaskan dalam Alquran surat At-Taubah ayat 103. Zakat ditunaikan oleh Muzaki pada 

dasarnya adalah untuk keperluan muzaki guna membersihkan dan menyucikan harta. 

Ketika ini dipahami oleh muzaki, maka kesadaran dalam menunaikan zakat juga akan 

meningkat. Bagi muzaki, mestinya bersyukur dengan adanya zakat profesi ini, karena 

dapat memberikan peluang dan kemudahan dalam menjalankan kewajiban sebagai 

wujud atas keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT (Ghozali et al., 2020). Oleh 

karena itu, zakat profesi bukan sekadar menggugurkan kewajiban, namun begitu berarti 

bagi mustahik ini bermanfaat untuk menguatkan kesejahteraan mustahik dalam dimensi 

material dan spiritual (Beik & Arsyianti, 2015). Betapa gembiranya saudara-saudara 

kita yang dalam kondisi mustahik mendapatkan hak mereka. Dengan demikian, mereka 

mempunyai motivasi yang kuat untuk merubah kondisi dari mustahik menjadi munfiq, 

dan seterusnya menjadi muzaki (Bahri et al., 2019).  

Dalam konteks ekonomi, zakat yang ditunaikan oleh muzaki pada dasarnya tengah 

terjadi pemindahan harta dari masyarakat yang berkemampuan kepada masyarakat yang 

tergolong mustahik (Amalia & Mahalli, 2012). Oleh karena itu, zakat memiliki korelasi 

positif pada angka konsumsi sehingga dapat menggerakkan perekonomian (Sholikah, 

2015). Bahkan, dengan adanya mekanisme zakat yang baik, akan terjadi peningkatan 

daya beli masyarakat. Dengan demikian, zakat memiliki peran yang signifikan, 

sehingga mampu diandalkan untuk menjaga kestabilan perekonomian. Disinilah letak 

peran strategis zakat profesi, keberadaannya diharapkan mampu mengatasi masalah 

mustahik melalui penyaluran zakat profesi dalam bentuk modal usaha (Zen, 2014). 

Zakat profesi munculnya baru belakangan dengan tujuan untuk menjawab 

masalah perekonomian umat (Setiawan, 2011). Untuk itu, keberadaan zakat profesi 

menjadi penting untuk dikelola dengan serius dan aktif disosialisasikan, sehingga zakat 

profesi bisa menjelma kekuatan baru (Mth, 2007). Walaupun, zakat profesi tergolong 

jenis baru, namun termasuk dalam kategorisasi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya 

(Bahri & Arif, 2020; Mth, 2007; Setiawan, 2011). Di dalam ketentuan dan tata cara 

penghitungan zakat profesi/ penghasilan dijelaskan bahwa zakat profesi/ penghasilan 

dikenakan atas penghasilan/ pendapatan yang diperoleh oleh seseorang sebagai imbalan 

atas pekerjaan yang ia usahakan, secara sendiri maupun secara bersama-sama 

(Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Profesi/ Penghasilan, 2017). Zakat 
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profesi dikelurkan terhadap profesi pekerjaan baik pada sektor publik maupun swasta 

(Syafa et al., 2020). 

Zakat profesi terkait langsung dengan kebijakan. Kebijakan pada intinya adalah 

sebagai pedoman untuk bertindak (Muadi et al., 2016). Kebijakan mencakup tahapan 

dalam menyelesaian masalah tertentu (Ely et al., 2005), proses interaksi yang dilakukan 

negara dengan rakyat (Suryono, 2018). Salah satu negara yang mempunyai kebijakan 

tentang zakat profesi adalah Sudan. Penghitungan zakat profesi di Sudan, dilakukan 

pada waktu penerimaan gaji dengan ketentuan, jika gaji yang diterima mencapai lebih 

dari kebutuhan pokok maka zakatnya langsung dikeluarga 2,5% (Suryani, 2020). Ini 

menunjukkan bahwa terdapat kebijakan yang bersifat mandatory. 

Kebijakan dapat dibagi menjadi dua aspek (Ely et al., 2005). Pertama, kebijakan 

terkait dengan aspek praktik sosial. Kedua, kebijakan terkait dengan aspek respon atas 

peristiwa yang terjadi. Dalam hal ini, kebijakan bertujuan untuk menciptakan harmoni 

dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama 

bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama 

tersebut.  

Selanjutnya, kebijakan publik juga mencakup sesuatu yang perlu dilakukan  dan 

bagian yang tidak perlu dilakukan oleh pemerintah (Anindyajati & Dharma (2019). 

Kebijakan publik lebih cenderung menjadi fakta strategis daripada fakta politis ataupun 

fakta teknis (Sururi, 2016). Pandangan lain tentang kebijakan publik, dimaknai sebagai 

rangkaian pilihan yang lebih kurang saling berhubungan yang mencakup tahap-tahap 

perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Oleh 

karena itu, kebijakan publik mempunyai ruang lingkup pada publik yang menjadi 

lingkup bersama dalam masyarakat (Suryono, 2018).  

Dari sisi proses, kebijakan publik diawali dengan pendefinisian tentang masalah 

kebijakan publik (Anindyajati & Dharma, 2019). Kebijakan publik di Indonesia dapat 

dikelompokkan ke dalam tiga tingkatan (Septiawan and Bahri, 2019; Tahir, 2011). 

Pertama, kebijakan makro. Kebijakan makro mencakup kebijakan publik yang sangat 

mendasar, yang terdiri dari lima peraturan: (a) Undang-Undang Dasar 1945, (b) undang-

undang/ peraturan pengganti undang-undang, (c) peraturan pemerintah (PP), (d) 

peraturan presiden (perpres) dan (e) peraturan daerah (perda).  

Kedua, kebijakan meso. Kebijakan meso mencakup kebijakan publik pada level 

menengah yang berfungsi sebagai penjelas pelaksanaan. Kebijakan meso dapat 

berbentuk peraturan menteri dan surat edaran menteri (pada tingkat kementerian), 

peraturan gubernur (tingkat provinsi), peraturan bupati/ peraturan walikota (tingkat 

kabupaten/ kota). Kebijakan meso juga dapat dalam bentuk surat keputusan bersama 

(SKB) menteri, gubernur, bupati/ walikota. Ketiga, kebijakan mikro. Kebijakan publik 

pada skala mikro mengatur pelaksanaan dari sebuah kebijakan. Kebijakannya dalam 

bentuk peraturan yang diterbitkan oleh aparat publik di bawah menteri, bupati dan 

walikota. 

Konsep yang dikemukakan di atas sesuai dengan teori legitimasi. Bagi organisasi, 

legitimasi terjadi ketika masyarakat memberikan sesuatu kepada perusahaan/ organisasi. 

Sesuatu yang diberikan masyarakat tersebut juga menjadi keinginan dan hal yang 

dibutuhkan oleh perusahaan/ organisasi (Sri Utami, 2014). Menurut teori legitimasi, 

penting adanya pengertian kontrak sosial antara organisasi dan masyarakat (Deegan & 

Unerman, 2011; Janang et al., 2020). Oleh karena itu, legitimasi sangat penting karena 

menjadi sumberdaya potensial bagi organisasi untuk bertahan hidup (Handoko, 2014; 

Utami & Prastiti, 2011). 
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Selanjutnya, menurut teori legitimasi, organisasi perlu meyakinkan masyarakat 

secara berkelanjutan dengan cara menyampaikan aktivitas kepada masyarakat bahwa 

aktivitas yang dilakukan sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku pada masyarakat 

(Mandaika & Salim, 2015). Dalam konteks zakat profesi, maka legitimasi menjadi 

faktor kunci keberhasilan dalam pengumpulan zakat profesi. Dengan perkembangan 

realisasi pengumpulan zakat profesi yang masih timpang, maka perlu dilakukan kajian 

mendalam tentang bentuk legitimasi yang diperoleh pad zakat profesi. Bahkan, 

implementasi dari teori legitimasi mendorong organisasi untuk terbuka guna meraih 

kepercayaan publik (Aziz & Anim, 2020; Mustafa et al., 2013). 

Berdasarkan gambaran di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut 

tentang zakat profesi dengan judul Analisis Zakat Profesi pada Dimensi Syariah dan 

Regulasi. Dengan adanya pembahasan legitimasi zakat profesi dalam perspektif syariah 

dan regulasi di Indonesia diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif 

tentang zakat profesi yang mencakup dimensi syariah dan regulasi. Keaslian penelitian 

ini adalah meninjau secara mendalam tentang legitimasi zakat profesi. Aspek yang baru 

dari penelitian ini adalah melakukan kajian legitimasi zakat profesi dengan dua dimensi 

yaitu dalam perspektif syariah dan perspektif regulasi di Indonesia. Dengan demikian, 

diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan realisasi pengumpulan zakat 

profesi mengurangi angka ketimpangan antara potensi dan realisasinya.  

 

Metode 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis 

deskriptif dan studi pustaka. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan tentang 

zakat profesi pada dua dimensi, yaitu: syariah dan regulasi. Bahan-bahan studi pustaka 

didapatkan dari berbagai literatur referensi antara lain: artikel jurnal dan buku. Menurut  

John W. Cresswel (2014), studi literatur dilakukan untuk mendapatkan gambaran 

penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini literatur dalam bentuk 

pengetahuan dasar, teori-teori, data dan informasi yang relevan.  

 

Hasil dan Pembahasan 

Zakat dan Zakat Profesi 

Menurut (Ismail et al., 2018), kata zakat memiliki beberapa arti yaitu an-namaa 

(tumbuh dan berkembang), ath-thaharatu (kesucian), al-barakah (berkah), katsrah al-

khair (banyak kebaikan), dan asy-shalahu (sukses). Embong et al. (2013) berpendapat 

bahwa zakat juga berarti pemurnian atau pertumbuhan. Pada artikel terbaru, Yusfiarto et 

al., (2020) mengungkapkan, zakat berarti berkah, tumbuh dan berkembang, kesucian.  

Selanjutnya, hasil penelitian Saprida (2016) mengilustrasikan pandangan Yusuf 

Qardhawi tentang zakat profesi. Qardhawi berpendapat, zakat profesi merupakan zakat 

yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang 

dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang 

mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa 

berzakat)  

Menurut Qardhawi, zakat profesi sebagai pekerjaan yang menghasilkan uang 

terdiri dari dua kategori (Sutardi et al., 2017; Herlita, 2016). Pertama, kasb al-‘amal. 

Zakat profesi dikeluarkan atas pekerjaan atau upah yang dibayarkan oleh entitas 

perseroan atau perseorangan yang memberikan pekerjaan. Sebagai pekerja, ia terikat 

pada peraturan entitas dan mendapatkan upah atas pekerjaanya. Kedua, al-mihan al-
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hurrah. Zakat profesi dikeluarkan atas pekerjaan bebas dan tidak terikat pada orang lain. 

Contohnya adalah dokter swasta, pemborong, pengacara, para seniman, penjahit, tukang 

kayu dan sejenisnya.  

Di dalam buku Fikih Zakat Kontekstual Indonesia dijelaskan bahwa zakat profesi 

dikeluarkan atas semua penghasilan kegiatan profesional. Zakat profesi menjadi wajib 

dikeluarkan setelah nisab (Ismail et al., 2018; Syafa et al., 2020). Hal ini sejalan dengan 

penelusuran yang dilakukan (Siradj, 2014), bahwa di dalam Alquran terdapat dua puluh 

tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan zakat dalam berbagai bentuk 

kata. 

Selanjutnya, zakat profesi adalah zakat yang dikenakan atas penghasilan atau 

pendapatan yang diperoleh oleh seseorang sebagai imbalan atas pekerjaan yang ia 

usahakan secara sendiri maupun secara bersama-sama. Objek zakat profesi adalah untuk 

pekerjaan baik pada sektor publik maupun swasta. Yang menjadi penekanan adalah 

telah mencapai nisab. Hal ini sesuai dengan hasil muktamar pertama para ulama yang 

membahas tentang zakat pada tahun 1984. 

Terkait dengan mustahik zakat profesi, sama halnya dengan mustahik zakat secara 

umum, yaitu: delapan asnaf yang terdiri dari fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, 

ghorimin, ibnu sabil dan fii sabilillah. Dasar penentuan delapan asnaf ini adalah 

Alquran pada surat At-Taubah ayat 60. Dengan demikian, ketentuan penerima manfaat 

zakat sangat jelas yang mencakup delapan asnaf tersebut. 

 

Dimensi Syariah Zakat Profesi  

Pada dimensi syariah, zakat profesi mempunyai legitimasi yang kuat. Ini 

didasarkan pada nash-nash Alquran dan adanya kesepakatan ulama pada muktamar 

pertama tentang zakat dan fatwa majelis ulama indonesia (MUI) tentang zakat 

penghasilan. Pertama, nash-nash Alquran tentang zakat profesi. Pembahasan tentang 

zakat profesi terdapat di dalam nash-nash Alquran yang bersifat umum, antar lain: surat 

At-Taubah ayat 103, Al-Baqarah ayat 267 dan surat Adz-Dzariyat ayat 19. Kedua, 

kesepakatan ulama mengenai zakat pada muktamar pertama yang diselengarakan di 

Kuwait pada tanggal 30 April tahun 1984. Pada muktamar tersebut, para ulama telah 

sepakat mengenai wajibnya zakat profesi bagi yang telah mencapai nisab. Ketiga, 

adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 tantang zakat 

penghasilan. Keempat, pandangan ulama kontemporer Yusuf Qardhawi. Sebagai 

padanan terkait hukum zakat profesi yang sesuai adalah pada zakat al-Mal al-Mustafad. 

Di mana harta diperoleh melalui satu jenis dengan proses kepemilikan yang baru dan 

halal (Mth, 2007) 

Berdasarkan penjelasan di atas, zakat profesi mempunyai legitimasi pada dimensi 

syariah. Ini sama kedudukannya dengan hukum zakat mal yang lain. Menurut Asmuni 

keberadaaan zakat profesi termasuk yang dapat mewujudkan kemaslahatan secara 

simultan dalam satu waktu, yaitu: kemaslahatan pada ritual (al-masalih al-ruhiyah) 

kemaslahatan pada intelektual (al-masalih al-aqliyah), dan kemaslahatan pada material 

(al-masalih al-maddiyah). Bahkan, bila kita mengacu pada pendapat Imam As-Syatibi, 

maka dalam pandangan maqashid syariah terdapat lima kemaslahatan yang bisa diraih 

mustahik yang telah mendapatkan haknya dari dana zakat, yaitu: menyelamatkan agama 

(dien), menyelamatkan jiwa (nafs), menyelamatkan akal (aql), menyelamatkan 

keturunan (nasl) dan menyelamatkan harta (maal) (Bahri et al., 2019; Kadir et al., 

2020).  
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Dimensi Regulasi Zakat Profesi  

Pada dimensi regulasi, zakat profesi di Indonesia diatur di dalam kebijakan publik. 

Kebijakan publik yang dimaksud disini mengacu pada pendapat Tahir (2011) dan 

Septiawan & Bahri (2019), yang mengelompokkan kebijakan publik di Indonesia 

menjadi tiga tingkatan, yaitu: kebijakan publik yang bersifat makro, meso dan mikro.  

Pertama, kebijakan publik pada level makro. Pada tingkatan makro, zakat profesi 

diatur di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. 

Penjelasan tentang zakat profesi terdapat pada pasal 4 yang menyebutkan bahwa zakat 

meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Zakat profesi di dalam undang-undang ini disebut 

dengan pendapatan dan jasa.  

Ruang lingkup zakat yang luas sebagaimana tercantum di undang-undang sejalan 

dengan fikih kontemporer. Hakim berpendapat bahwa zakat diambil dari seluruh 

pendapatan yang diperoleh dari hasil pengelolaan aset fisik, finansial dan profesi atau 

keahlian. Artinya, potensi penerimaan dana zakat menjadi sangat signifikan (Hakim, 

2016). Oleh karena itu, ketimpangan antara potensi dan realisasi zakat mestinya dapat 

terus diperkecil dengan mengoptimalkan kebijakan publik yang ada. 

Selanjutnya, pada tingkat makro terdapat Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia No. 14 Tahun 2014. Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Undang-

Undang Pengelolaan Zakat. PP ini mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi badan 

amil zakat nasional (BAZNAS). Dengan adanya PP ini, BAZNAS merupakan lembaga 

yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Selain itu, ada lagi 

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan 

Zakat. INPRES ini sasarannya adalah pada tingkat pusat terdiri dari kementerian/ 

lembaga, sekretariat jenderal lembaga negara, sekretariat jenderal komisi negara, dan 

badan usaha milik negara (BUMN). Selanjutnya, pada tingkat daerah (provinsi/ kab/ 

kota) adalah pemerintah daerah dan badan usaha miliki daerah (BUMD). Pengumpulan 

zakat dilakukan melalui BAZNAS sesuai dengan tingkatannya yaitu: BAZNAS provinsi 

dan BAZNAS kabupaten/ kota. 

Kedua, kebijakan publik pada level meso. Kebijakan ini berfungsi sebagai 

penjelas pelaksana. Bentuk kebijakan publik pada level meso dapat berbentuk peraturan 

menteri dan surat edaran menteri pada tingkat pusat. Selanjutnya, pada tingkat daerah 

terdapat peraturan gubernur, peraturan bupati, dan peraturan walikota. Bahkan, 

kebijakannya dapat pula dalam bentuk surat keputusan bersama (SKB) antar menteri, 

gubernur, bupati dan wali kota. Sebagai gambaran, salah satu kebijakan pada tingkat 

meso adalah Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014. 

Peraturan ini mengatur mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan Zakat 

fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Pada pasal 26 ayat 1 dan 2 

disebutkan bahwa nisab zakat pendapatan senilai 653 kg gabah/524 kg beras dan kadar 

zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5%. 

Ketiga, kebijakan publik pada level mikro terkait dengan pengaturan pelaksanaan 

dari kebijakan yang lebih tinggi yaitu kebijakan level makro dan meso. Bentuk 

kebijakan mikro berupa peraturan yang diterbitkan oleh aparat publik yang berada di 

bawah menteri, bupati dan walikota. Sebagai contoh kebijakan level mikro adalah 

peraturan BAZNAS. Selain itu, juga ada peraturan yang diterbitkan oleh bupati dan wali 

kota terkait dengan pengumpulan zakat melalui BAZNAS.  

Secara tingkatan, kebijakan publik tentang zakat profesi termasuk yang lengkap, 

karena ada pada setiap level baik makro, meso dan mikro. Namun, pada kebijakan 

publik ini masih terdapat kelemahan, di mana sifat dari pengumpulan zakat profesi ini 



 
Efri Syamsul Bahri, dkk 
Analisis Legitimasi Zakat Profesi… 

Jurnal Dakwah Risalah 
Vol. 31 No. 2. Desember 2020: Hal 220-236 

  

228 
 

masih sukarela. Untuk itu, seharusya bersifat mandatory kepada muzaki, karena 

semenjak zakat disyariatkan sudah bersifat wajib (Ismail et al., 2018). Dengan 

demikian, pengumpulan zakat profesi pun tidak berjalan maksimal, karena didasarkan 

pada awareness dari muzaki.  

Hasil penelitian terbaru yang dilakukan di Yaman meyebutkan bahwa 

kompleksitas hukum zakat memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kepatuhan zakat (Bin-Nashwan et al., 2020). Implikasi dari penelitian tersebut adalah 

perlunya peraturan zakat yang relevan agar mampu memperkuat keyakinan agama para 

pembayar zakat sehingga mempunyai kepatuhan dalam mengalaman kewajiban agama 

terkait dengan zakat. Dengan demikian, kewajiban zakat yang menjadi rukun dalam 

Islam dapat dijalankan oleh umat Islam secara sempurna (Ab Rahman et al., 2012). 

 

Legitimasi Zakat Profesi 

Dalam kondisi kebijakan publik yang bersifat sukarela, maka legitimasi muzaki 

menjadi penting untuk diperoleh. Berbagai gap legitimasi muzaki mesti mampu diatasi. 

Dengan demikian, bagi lembaga pengelola zakat menjadi penting untuk 

mengidentifikasi aktivitasnya, mana yang akan memperkuat legitimasi dan mana yang 

akan memperlemah legitimasi muzaki. Sebagaimana diungkapkan Utami & Prastiti 

(2011) bahwa legitimasi sangat bermanfaat atau menjadi sumber potensial bagi 

perusahaan/ organsasi untuk bertahan hidup. 

Disinilah peran amil zakat perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat untuk menunaikan zakat profesi (Nugraha & Zen, 2020). Amil zakat harus 

profesional (Diana, 2019), sehingga dapat menjalankan tugasnya dalam melakukan 

edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Edukasi dan sosialisasi menjadi penting 

untuk mengatasi kuranganya pemahaman terhadap zakat profesi baik dari aspek hukum 

maupun tata cara perhitungan (Ridwan & Triwulan, 2020). Ini sebagai upaya untuk 

meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap zakat profesi.  

Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh 572 entitas pengelola zakat yang 

terdiri dari BAZNAS (provinsi, kabupaten/ kota) dan lembaga amil zakat (LAZ). 

Pengelolaan zakat dilakukan berdasarkan syariat dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Keberadaaan peraturan pengelolaan zakat ini 

sekaligus mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan 

pengelolaan zakat secara nasional.  

Peraturan pengelolaan zakat ini juga menguatkan peranan BAZNAS menjadi 

koordinator dan sekaligus sebagai operator terbatas (Nasir et al., 2018). Bahkan 

BAZNAS menjadi badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah. Pembentukan 

BAZNAS adalah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2001. Berdasarkan keputusan tersebut, BAZNAS memiliki tugas dan fungsi 

menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. 

Dengan demikian, BAZNAS menjadi lembaga pemerintah non-struktural yang 

melakukan pengelolaan zakat secara nasional di Indonesia (Bahri & Khumaini, 2020).  

Sebagai koordinator, BAZNAS berfungsi memberikan rekomendasi kepada LAZ 

baik tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan bahwa 

operasional LAZ dapat dipertanggung jawabkan baik dalam aspek pengumpulan mapun 

penyaluran ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) (Ismail et al., 2018). 

Dengan adanya fungsi koordinator ini, maka pelaksanaan pengumpulan dan penyaluran 

ZIS dan DSKL dilakukan oleh LAZ secara legal sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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Selanjutnya, sebagai operator, maka BAZNAS menjalankan aktivitas pengumpulan dan 

penyaluran ZIS dan DSKL dengan sangat terbatas (Nasir et al., 2018).  

Selanjutnay, LAZ merupakan pengelola zakat yang diinisiasi oleh masyarakat 

dengan persetujuan menteri atau pejabat yang ditunjuk (Firmansyah, 2013), diprakarsai 

oleh kalangan masyarakat (Siradj, 2014). LAZ mendapatkan amanah utama membantu 

BAZNAS dalam aspek pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam 

hal ini, LAZ yang beroperasi adalah yang telah mendapat rekomendasi dari BAZNAS 

dan izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri (Bastiar & Bahri, 2019). 

Pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dilakukan oleh 34 entitas BAZNAS 

provinsi. Ini menunjukkan bahwa pengelola zakat pada tingkat provinsi jumlahnya 

lengkap karena mencakup semua provinsi yang ada di Indonesia. Selanjutnya, 

pengelolaan zakat pada tingkat kabupaten/ kota dilakukan oleh 456 entitas BAZNAS. 

Selain itu, pengelolaan zakat juga dilakukan oleh entitas LAZ yang dibentuk oleh 

masyarakat. Secara rinci, jumlah dan porsi entitas pengelola zakat di Indonesia dapat 

dilihat pada tabel  berikut: 

 

Tabel 1. Entitas Pengelola Zakat di Indonesia 

No. Entitas Pengelola Zakat Jumlah Porsi 

1 BAZNAS 1 0% 

2 BAZNAS Provinsi 34 6% 

3 BAZNAS Kab/Kota 456 80% 

4 LAZ Nasional 26 5% 

5 LAZ Provinsi 18 3% 

6 LAZ Kab/Kota 37 6% 

Jumlah 572 100% 

Sumber: (Baznas, 2019) 

 

 Entitas pengelola zakat paling banyak adalah BAZNAS kabupaten/ kota sebesar 

80%. Dalam konteks zakat profesi, peran entitas BAZNAS kabupaten/ kota menjadi 

penting dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Aparatur Sipili Negara (ASN) 

dan pegawai swasta yang berada di wilayah masing-masing. Ini sebuah upaya untuk 

mengoptimalkan pengumpulan zakat profesi. Ketika zakat profesi terkumpul secara 

maksimal, maka penyaluran yang dijalankan secara efektif akan memberikan manfaat 

besar bagi kemaslahahan masyarakat. Berbagai kebutuhan dasar mustahik akan dapat 

terpenuhi. Berbagai program pemberdayaan pun dapat dilakukan. Dengan demikian, 

mustahik merasakan adanya keadilan dalam kesejahteraan.  

Pada aspek pengumpulan, berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BAZNAS 

jumlah pengumpulan zakat secara nasional tahun 2019 sebesar Rp10,3 triliun, di mana 

pengumpulan zakat profesi mencapai Rp3,95 triliun atau 38,6 persen (Baznas, 2019). 

Hal ini menunjukkan bahwa porsi zakat profesi termasuk yang terbesar dan menjadi 

andalan di dalam pengumpulan zakat nasional. Artinya, zakat profesi dalam perspektif 

syariah dan perspektif regulasi termasuk yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh 

penduduk muslim indonesia. Disisi lain, pengelola zakat juga perlu memberikan 

perhatian pada faktor-faktor positif dan negatif yang mempengaruhi minat dan niat 

muzaki dalam menunaikan zakat. Untuk faktor-faktor yang positif seperti kepercayaan 

dan religiositas, maka pengelola zakat perlu meningkatkan program edukasi dan 

sosialisasi.  
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Walaupun, porsi realisasi pencapaian zakat profesi paling tinggi, namun apabila 

dibandingkan dengan potensinya, maka pencapaiannya baru sebesar 2,8%. Hal ini 

menunjukkan bahwa diperlukan upaya optimal untuk meningkatkan realisasi 

pengumpulan zakat profesi. Untuk itu, dengan adanya legitimasi yang kuat terhadap 

zakat profesi baik dari dimensi syariah maupun dimensi regulasi, maka diperlukan 

strategi yang efektif dan efisien. Pertama, meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada 

muzaki khususnya aparatur sipil nasional (ASN) baik di tingkat nasional, provinsi, 

maupun kabupaten/kota. Ini menjadi sasaran utama dalam pengumpulan zakat. Karena, 

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non-struktural. Kedua, diperlukan adanya 

kebijakan pengumpulan zakat yang bersifat mandatory. Ini sebagai tindak lanjut dari 

penelitian sebelumnya bahwa kebijakan pengumpulan zakat yang bersifat sukarela 

belum efektif (Bahri & Arif, 2020). Ketiga, diperlukan adanya skema insetif pajak bagi 

muzaki. Regulasi yang ada saat ini, di mana zakat menjadi pengurang pendapatan kena 

pajak juga termasuk yang belum efektif mendorong optimalisasi pengumpulan ZIS dan 

DSKL. 

Selanjutnya, ketentuan penghitungan zakat profesi yang digunakan di Indonesia 

adalah berdasarkan Pasal I Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 31 tahun 2019. 

Peraturan tersebut mengatur bahwa nisab zakat profesi dianalogikan pada zakat emas-

perak dan perdagangan. Dalam PMA disebutkan juga bahwa nisab ditetapkan sebesar 

85 gram emas, sedangkan kadar zakat ditetapkan sebesar 2,5%. Sebagai acuan, maka 

ketentuan harga emas berdasarkan pada harga emas pada hari tersebut. Setiap 

penghasilan yang melebihi Rp5.461.000,00 perbulan wajib dikeluarkan zakatnya 

sebesar 2,5 persen.  

Dari aspek penyaluran, terdapat berbagai program penyaluran zakat profesi yang 

telah berjalan efektif. Penyaluran zakat profesi dilakukan semua entitas pengelola zakat 

yang terdiri dari BAZNAS (provinsi, kabupaten/ kota) dan LAZ. Untuk memastikan 

bahwa zakat profesi yang sudah terkumpul sudah disalurkan dengan baik, maka dapat 

dilakukan pengukuran. Salah satu model pengukuran efektivitas penyaluran Zakat 

adalah dengan menggunakan Model Zakat Core Principle. Proses pengukuran secara 

nasional dilakukan oleh BAZNAS. Hasil pengukuran tingkat efektivitas penyaluran 

zakat termasuk di dalamnya zakat profesi mencapai 84,9% (Baznas, 2019). Ini 

menunjukkan bahwa penyaluran zakat secara nasional pada kategori efektif. 

Sebagai gambaran, berikut adalah penyaluran zakat profesi yang dilakukan oleh 

beberapa entitas pengelola zakat. Pertama, penyaluran zakat profesi yang dilakukan 

oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri (Zahid, 2019). Penyaluran zakat 

profesi dilakukan pada bidang Pendidikan. Penyaluran zakat profesi ini telah berhasil 

menyelamatkan pendidikan anak-anak yang putus sekolah yang disebabkan oleh faktor 

ekonomi orang tua yang dalam posisi tidak stabil. Kedua, penyaluran zakat profesi yang 

dilakukan BAZNAS Kabupaten Tabanan. Penyaluran zakat profesi dilakukan pada 

bidang Pendidikan dalam bentuk pemberian beasiswa. Ketiga, penyaluran zakat profesi 

yang dilakukan Rumah Zakat Cabang Banjarmasin dalam berbagai program yang 

mencakup empat rumpun dengan pendekatan secara terpadu, yaitu: senyum sehat, 

senyum juara, senyum mandiri dan senyum lestari.  

Program penyaluran zakat tentu akan makin berkembang dan meningkat 

manfaatnya, apabila jumlah pengumpulan zakat profesi mengalami peningkatan. 

Namun, apabila jumlah zakat profesi yang terkumpul masih terbatas, maka program-

program penyaluran zakat profesi juga sifatnya terbatas. Untuk itu, diperlukan upaya 

yang maksimal agar penyaluran zakat profesi semakin baik, akuntabel dan transparan. 
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Ini akan berdampak positif terhadap pengumpulan zakat profesi. Dengan demikian, 

legitimasi entitas pengelola zakat juga semakin kuat. 

Untuk menguatkan komitmen entitas pengelola Zakat dalam mengatasi gap antara 

realisasi dan potensi pengumpulan zakat profesi, maka perlu ditetapkan berbagai 

program strategis pada masing-masing entitas pengelola zakat. Penetapan program 

tersebut dapat dicantumkan dalam dokumen rencana strategis dan program tahunan 

masing-masing entitas pengelola zakat. Dengan demikian, ada proses kontrol dalam 

upaya pencapaian target pada masing-masing entitas pengelola zakat.  

Berdasarkan uraian di atas, maka diperoleh gambaran bahwa kewajiban zakat 

profesi sama dengan kewajiban zakat mal, usaha dan pendapatan lainnya seperti: 

pertanian, peternakan dan perdagangan (Marimin & Fitria, 2017). Bahkan, landasan 

zakat profesi terdapat di dalam Alquran disebut dengan istilah al-kasb (Sutardi et al., 

2017). Oleh karena itu, kedudukan zakat profesi baik secara syariah maupun secara 

regulasi menjadi sangat kuat.  

Untuk itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan awareness 

masyarakat dalam menunaikan zakat. Semakin besar pengumpulan zakat profesi, dapat 

menggambarkan adanya peningkatan kualitas iman dan takwa masyarakat. Begitu juga, 

semakin besar jumlah zakat yang dikumpulkan dan semakin efektif penyaluran zakat, 

maka manfaat yang dirasakan masyarakat dari keberadaan entitas pengelola zakat ini 

juga semakin besar. Ketika zakat ditegakkan, maka akan mendorong terwujdunya 

keadilan ekonomi. Untuk itu, para pihak yaitu: amil, muzaki dan mustahik untuk terus 

bahu membahu di dalam menunaikan dan menegakkan syariat zakat di tanah air.  

 

Simpulan 

Zakat profesi dalam perspektif syariah diwajibkan sesuai dengan nash Alquran 

dan fatwa ulama dengan ketentuan apabila telah mencapai nisab. Sedangkan zakat 

profesi dari perspektif regulasi di Indonesia termasuk yang lengkap mulai pada pada 

tingkatan makro, meso dan mikro. Dengan demikian, zakat profesi mempunyai dasar 

yang kokoh yang bersumber dari dimensi syariah dan dimensi regulasi. Kedua value 

dan keunggulan ini mestinya bisa memacu terjadinya peningkatan dalam jumlah dan 

kualitas pengumpulan dan penyaluran zakat.  

Pada tingkat makro, zakat profesi mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014, dan 

INPRES Nomor 3 Tahun 2014. Pada tingkat meso, zakat profesi mengacu pada 

Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara 

Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha 

Produktif. Sedangkan pada tingkat mikro, zakat profesi diatur di dalam peraturan 

BAZNAS dan peraturan yang diterbitkan oleh kepala daerah. 

Walaupun secara tingkatan, kebijakan publik tentang zakat profesi termasuk yang 

lengkap, karena ada pada setiap level baik makro, meso dan mikro, namun, pada 

kebijakan publik ini masih terdapat kelemahan, di mana sifat dari pengumpulan zakat 

profesi ini masih bersifat sukarela, yang seharusya adalah bersifat mandatory kepada 

muzaki, karena semenjak zakat disyariatkan sudah bersifat wajib. Hal inilah yang 

menjadi salah satu sebab pengumpulan zakat profesi belum berjalan maksimal, karena 

hanya didasarkan pada awareness dari muzaki.  

Dalam kondisi kebijakan publik yang bersifat sukarela, maka legitimasi muzaki 

menjadi penting untuk diperoleh. Legitimasi entitas pengelola zakat juga dapat dijaga 

dan ditingkatkan dengan cara menjaga kepercayaan dari muzaki. Kepercayaan muzaki 
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dapat ditingkatkan dengan cara mengoptimalkan edukasi dan sosialisasi. Selain, itu 

perlu menjadi perhatian bagi entitas pengelola zakat untuk meningkatkan pelayanan 

kepada muzaki. Pelayanan, dapat dilakukan dalam bentuk kemudahan dalam layanan 

tranfer zakat, serta pemutakhiran laporan aktivitas yang sedang berajalan, serta menjaga 

kualitas laporan audit (keuangan dan syariah) dalam kategori wajar dan sesuai syariah. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka yang sumber datanya 

diperoleh dari jurnal dan buku yang terkait dengan tema. Oleh karena itu, diperlukan 

selanjutnya untuk memperluas metodologi penelitian dengan melakukan observasi dan 

wawancara langsung dengan pemangku kepentingan pengelolaan zakat nasional, karena 

dalam perspektif syariah dan regulasi sudah sangat mendukung. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan penelusuran lebih lanjut pada tingkat implementasi baik implementasi 

kebijakan maupun implementasi pada lembaga pengelola zakat.  
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